
SOAL REVISI UU NO 37 TAHUN 2008, KETUA KOMISI II DPR RI SAMPAIKAN 4 CATATAN

Kamis, 06 Oktober 2022 - Yemima Dwi Kurnia Wati

JAKARTA - Dalam kegiatan Diskusi Publik Refleksi 14 Tahun UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI "Upaya
Memperkuat Kedudukan Hukum dan Peran Ombudsman RI" pada Kamis (6/10/2022), Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad
Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa saat ini Rencana perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman RI telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022/2023 sebagai inisiatif DPR RI. â€¨

Lebih lanjut Doli mengatakan revisi terhadap UU tersebut menjadi bagian dari komitmen politik DPR dalam mendukung
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam paparannya, ia menegaskan ada 4 catatan terkait Revisi UU Nomor 37 Tahun 2008. Pertama terkait penguatan
kelembagaan, dimana perubahan ini ditujukan guna memastikan penyelenggaraan pelayanan publik terawasi dengan
baik oleh lembaga independen seperti ORI. "Oleh karenanya, perlu untuk membentuk perwakilan Ombudsman RI sampai
Kabupaten/Kota," jelas Doli.

Ia menerangkan bahwa hingga saat ini masih kerap terjadi diskriminasi dan "pilih-pilih" dalam pemberian layanan publik.
"Misalnya saja dalam mengurus KTP, bagi masyarakat biasa berlaku aturan 14 hari kerja, namun apabila yang mengurus
adalah pejabat, dalam 1 hari bisa langsung jadi," terangnya.

Kedua, pemberian  reward , yakni dilakukan penghargaan kepada institusi penyelenggara pelayanan publik yang dinilai
baik dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih menekankan eksistensi
Ombudsman RI yang hadir sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik.

Ketiga, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya terkait dengan UU
Pelayanan Publik dan UU ASN. Keempat, terkait perlindungan keamanan bagi Pelapor, yang bukan hanya berbentuk
merahasiakan identitas pelapor, namun juga harus menjamin keselamatan jiwa pelapor.

"Jangan sampai terjadi penekanan dan intimidasi kepada Pelapor apabila yang dilaporkan adalah pihak yang superior.
Dalam hal ini bisa dikoordinasikan lebih lanjut dengan LPSK dan Polri sehingga terjadi harmonisasi kinerja," jelasnya.

Di akhir paparan, Doli mengucapkan selamat atas 14 Tahun UU No 37 Tahun 2008. "Mudah-mudahan Ombudsman RI
bisa semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semua urusan pelayanan publik semakin berkualitas sehingga
masyarakat dapat terlayani dengan baik," tutupnya. (MIM)
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